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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 65 TAHUN 2013 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa pembangunan kesehatan tidak semata menjadi 
tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus 
melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui 
pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; 

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
diperlukan satu pedoman yang diacu oleh berbagai 
pihak agar terjadi keharmonisan gerakan dan upaya 
yang dilakukan dalam mencapai derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan 
Masyarakat  Bidang Kesehatan; 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
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Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan 
Profil Desa/Kelurahan; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa/Kelurahan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja 
Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 
tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 
Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman 
Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif; 

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial 
Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman 
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN  PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN. 
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Pasal 1 
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai 
acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan dan 
pembinaan upaya pemberdayaan  masyarakat bidang kesehatan. 

Pasal 3 
Pendanaan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat bersumber dari 
Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, Anggaran Belanja dan 
Pendapatan Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 4 
Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dengan melibatkan lintas 
sektor dan pemangku kepentingan terkait. 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta   
pada tanggal 30 Oktober 2013  
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
NAFSIAH MBOI 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 12 November 2013                
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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